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PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG
KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin Ketertiban
Umum, kebersihan, keindahan, etika dan
estitika baik untuk melindungi warga maupun
prasarana Daerah yang ada berupa jalan —
jalan, jalur hijau dan taman — taman serta
perlengkapan ketentuan tentang Ketertiban
Umum.

b. Babwa untuk mencapai maksud tersebut
diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam
suatu Peraturan Daerah.

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955
tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam
lingkungan Sumatera Tengah {Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
06 Tahun 1965 tentang pembentukan
Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 49, tambahan Lembaran
Negara Nomor 2754) ; .

2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Menyatakan Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik
Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana
untuk seluruh wilayah Republik Indonesia
dan  mengubah Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara
Nomor 1660) ; '
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10.

I1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang - undang nomor 14 tahun 1992
tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
(Lembaran Negara tahun 1992 nomor 49,
tambahan Lembaran Negara nomor 3480);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 67) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun [997
tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 67) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan
Lembaran Negara tahun 1999 nomor 3839) ;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 3834) ;

Undang-undang Noinor 39 Tahun 1999
tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165, tambahan
Lembaran Negara 3886) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999
tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun,
Natuna, Kuantan Singingi, kota Batam
(Lembaran Negara Nomor 3902);

Undang - undang nomor 2 tahun 2002
tentang  Kepolisian ~ Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 2);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang pelaksanaan Undang — undang nomor
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara tahun 1983 nomor 6,
tambahan Lembaran Negara tahun 1983
nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1988
tentang  Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun
1988 nomor 10, tambahan Lembaran Negara
tahun 1988 nomor 3373);

[4. Peraturan Pemerintah nomor 235 tahun 2000
tentang  Kewenangan Pemerintah dan
kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara tahun 2000 nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

INDRAGIRI HULU

BAB 1
KETERTIBAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah dacrah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Darah beserta Perangkat
daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu

Jalan  adalah ‘jalan dalam  bentuk apapun  beserta
kelengkapannya (Selokan, Trotoar, tanda Rambu — rambu jalan
raya dan sebagainya), yang terbuka untuk umum.
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5. Jalur hijau adalah sctiap jalur tanah yang terbuka (tanpa
bangunan), yang pcmbinaan dan pengawasannya dilakukan
olch Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

6. Petugas ketertiban umum adalah Petugas Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Spanduk adalah pajang tulisan atau gambar diatas kain yang
berisi informasi seruan imbauan yang dibentang ditempat —
tempat umum atau keramaian.

BAB Il
TERTIB JALAN, JALUR TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 2

(1). Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan
tempat umum, membuka atau mememindahkan atau merusak
atau melanggar rambu — rambu lalu lintas, kecuali oleh para
petugas yang ditunjuk oleh Bupati Indragiri Hulu untuk
kepentingan Dinas.

(2) Dilarang membuang sampah atau menumpuk kotoran/sampabh,
dijalan, dijalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-
tempat yang telah ditentukan dan diizinkan cleh Bupati
Indragiri Hulu atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Dialarang membakar kotoran/sampah dijalan, dijalur hijau,
taman dan tempat umum, sehingga mengganggu ketertiban
umum dan merusak lingkungan.

(4) Dilarang memasang spanduk, billboard dan nperaga dan
bangunan yang mengganggu keiridahan dan stitika.

Pasal 3

Bupati Indragiri Hulu mewajibkan setiap rumah tangga/rumah took
atau bangunan menyediakan tempat sampah.

Pasal 4
Dilarang membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil

(hajat kecil) dijalan, jalur hijau taman dan tempat umum, kecuali

tempat ~ tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat
ditunjuk.
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Pasal 5

Dialarang ~ menjemur, memasang,  menempelkan  atau
menggantungkan benda — benda dijalan, jalur hijau, taman dan
tempat umum, kecusli tempat — ysng telah diizinkan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Dilarang :

a. Dilarang berada dijalur hijau, taman dan tempat umum atau
dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan
kelengkapan taman, bunga — bunga atau tanamannya.

b. dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang
berada dijalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali
pada tempat — tempat yang telah ditentukan.

c. Dilarang berjongkok, berdiri atau berbaring diatas bangku —
bangku didalam taman jalur hijau dan tempat — tempat umum.

d. dilarang berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran
jembatan atau pagar disepanjang jalan, jalur hijau, dan tempat —
tempat umum.

e. Dilarang memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman
yang tumbuh disepanjang jalur hijau, kecuali apa bila hal
tersebut untuk kepentingan dinas.

f Dialarang membuang sampah atau kotoran dijalan jalaur hijau
taman dan tempat umum atau pekarangan — pekarangan,
membuat atau menggunakan [obang untuk menumpukkan
kotoran/sampahyang kelihatan dari jalan umum, kecuali
mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

g. Dialarang menjemur atau menggantungkan pakaian atau barang
cucian dimuka rumah, pagar halaman dipirggir jalan.

h. Dilarang mendinding, mengatap segala bangunan dengan layar
— layar, tikar — tikar, kain - kain dan kertas atau barang — barang
sejenisnya.

i. Dilarang merusak /memecah /menghancurkan lampu — lampu
penerang jalan/taman.

Pasal 7

Dilarang mempergunakan jalur hijau, taman — taman untuk tiduran
dan tempat tinggal.
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Pasal 8

(1) Semua jenis kendaraan bermotor, gerobak dan sejenisnya yang
berada dijalur hijau atau tempat umum sebagaimana tercantum
pada pasal 6 huruf b tanpa izin Bupati Indragiri Hulu akan
diangkut oleh petugas dan dimasukkan ketempat penampungan
yang telah ditentukan.

(2) Dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati, pemilik harus
mengurus dan mengambil kendaraannya dari tempat
penampungan untuk diparkir dihalaman/dipekarangan sendiri
dengan dikenakan biaya pengangkutan yang akan ditentukan
kemudian.

BAB III
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN KOLAM

Pasal 9

Dilarang membuang kotoran sampah disungai, parit saluran
air,selokan dan kolam. Dilarang merusak, mengambil atau
memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali hal
ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 10

Dilarang membuat empang/kolam tanpa izin Bupati atau pejabat
yang ditunjuk di tempat — tempat umum/jalur hujau.

Pasal 11

Dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci sayuran
atau bahan — bahan makanan lainnya, binatang dan atau kendaraan
disungai, saluran air, kolam, atau tempat — tempat umum kecuali
yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya
yang scienisnya ditaman — taman yang dikelola olah Pemerintah
Daerah kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk
kepentingan dinas.

Scanned by CamScanner



Pasal 12

Dilarang menangkap ikan dan hasil sungai lainnya dengan
menggunakan racun, setrum, tuba/dinamit dan sejenisnya.

BAB IV
TERTIB KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 13

Dilarang membuat keributan disekitar tempat tinggal atau membuat
sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Pasal 14

Dilarang membuat salalan (para-para/tempat kayu tergantung) dari
kayu atau barang — barang lain yang mudah terbakar.

Dilarang mengadakan tungku dapurdalam rumah kayu atau rumah
bambu yang jaraknya dari dinding kurang dari setengah meter.
Dilarang menimbun segala macam getah, kapas/kapuk, bahan bakar
minyak atau segala macam barang yang mudah terbakardidalam
ruangan atau rumah terkecuali ditempat — tempat yang telah
diizinkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang telah ditunjuk.

Pasal 15

(1) Dilarang menembak dengan alat penembak atau sejenisnya,
kecuali ditempat — tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

(2) Dilarang menembak, menangkap dan membunuh  binatang

tertentu, atau sejenisnya yang ditetapkan oleh Bupati atau
Pejabat ditunjuk berdasarkan Peraturan perundang

— undangan
yang berlaku. s

Pasal 16

(1) Dilarang membawa senjata taj
hijau, taman dan tempat
menyelenggarakan peraya

am, senjata api dijalan, jalur
— lempat umum yang sedang
an, pesta tontonan atau keramaian,

Scanned by CamScanner



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak
berlaku  bagi  Pecjabat  Pemerintah  yang diberi
wewenang/membawa senjata untuk  keperluan menjalankan
tugas atau seseorang yang diberi izin dan atau golongan
penduduk yang menurut adat istiadat, senjata tersebut dianggap
sebagai kelengkapan pekerjaan atau perusahaanya ditempat
ditempat manapula harus membawa senjata.

Pasal 17

(1) Dilarang bermain/menaikan laying — laying kecual.i dl-tcmpat
yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dialarang membakar padang alang — alang atau padang rumput
lainnya yang berdekatan dengan kebun atau rumah.

Pasal 18

(1) Dialarang melakukan usaha komersil penjagaan _kcamanan,
kecuali apabila diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk. o

(2) Barang siapa melakukan usaha sebagaimana ayat (1) pasal ini
untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus
memiliki surat bukti diri dari Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

BAB 1V
TERTIB SUSILA

Pasal 19

(i) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan
menutup sebuah rumah atau bangunan lain yang menurut
keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan
asusila (perzinahan)

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, Bupati atau pcjabat yang ditunjuk menugaskan
seseorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah
penutupan tersebut pada rumah atau pekarangan sedemikian
rupa, schingga terlihat jelas dari jalan.

(3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
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(4) Tidak dianggap seb
dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah -
a. Mercka yang tinggal dan menetap bersama — s

rumah itu demikian pula keluarganya.
b. Mereka yang berada dirumah ity

agai pengunjung/tamy sebagai mana

ama di dalam

untuk  menjalan

pekerjaannya.

C. Petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan
dinas.

d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. _

€. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperfukan dafam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara. .

g- Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terscl?ut bu-ka.m
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
umum memberitahukan hal tersebut kepda penuntut umum
tersangka atau keluarganya.

h. Mengadakan tindakkan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan — ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
(Lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal — hal lain yang belum diatur dal
sepanjang menyangkut teknis pelaksan
lanjut dengan keputusan Bupati.

am Peraturan Daerah inj
aannya akan diatur lebih
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Pasal 22

Peraturan Dacrah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar supaya  setia

p orang dapat mengctahumya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Disahkandi  : Rengat
Pada tanggal : 28 Agustus 2004

LT

BUPATI INDRAGIRI HULU

Diundangkan di : Rengat
Pada tanggal : 31 Agustus 2004

~~~~~

. SERRETARIS DAERAH,

b T’embm Utama .\1uda
NIP. §10078802

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN I
TAHUN 2004 NOMOR 23 SDRAGEL HULD

!
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